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ABSTRAK

Perkembangan pesat informasi dan tekhnologi menghilangkan batas-batas
geografis antar negara. Kondisi demikian memudahkan seseorang berbeda
kewarganegaraan saling berinteraksi bahkan berkembang sampai pada tahap
pernikahan. Perkawinan lintas negara secara teoritik juga akan memunculkan
konsep perkawinan baru, yakni perkawinan campuran. Apabila bersinggungan
dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga mampu
membentuk konstruksi Dwi Kewarganegaraan bagi sang anak. Perkawinan
campuran membentuk realita yang cukup kompleks bagi sang anak baik ketika
perkawinan itu berlangsung maupun jika terjadi putusnya perkawinan. Masalah
mengenai ketakutan pasangan perkawinan campuran terhadap hak-hak keperdataan
anak terjadi sebab dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia belum
banyak membahas tentang anak hasil perkawinan campuran secara komprehensif.
Perundang-undangan di Indonesia secara tersirat telah mengatur tentang hak
keperdataan namun dalam hal hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran
pengaturannya belumlah terang. Kajian komprehensif untuk menjelaskan
pengaturan mengenai hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran oleh
karenanya tidak dapat ditunda-tuda kembali.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library
research) dengan sifat penelitian deskriptif-analisis yaitu sebuah metode dengan
menganalisis beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang menjurus
mengenai hak-hak keperdataan anak. Kerangka normatif tersebut lantas
disandingkan menggunakan konsep kepentingan terbaik anak, status personal, dan
perlindungan anak dalam menganalisa undang-undang yang ada. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis yaitu dengan melihat perundang-
undangan kemudian menyesuaikan peraturan tersebut dengan kasus dan konsep
yang relevan dengan pengaturan hak-hak keperdataan anak. Hasil analisis konsep
tersebut lantas dibandingkan dengan hak keperdataan anak hasil perkawinan biasa.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa pengaturan hak-hak keperdataan
anak hasil perkawinan campuran di Indonesia tidak memiliki banyak perbedaan
dengan anak hasil perkawinan biasa di Indonesia, jika dilihat dari konstruksi
Peraturan Perundang-undangan secara utuh. Bahkan konsep-konsep mengenai hak
keperdataan bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia telah sesuai dengan
konsep kepentingan terbaik bagi anak dan konsep perlindungan anak. Meskipun
demikian hak keperdataan bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia masih
belum diatur dengan komprehensif sehingga menyulitkan proses identifikasi atas
hak ini bagi masyarakat, oleh karenanya pengaturan yang lebih jelas dan lengkap
menjadi usulan dalam penulisan ini.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hak Keperdataan Anak
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi menyebabkan
batas negara bukan lagi halangan untuk berinteraksi. Hal tersebut berdampak
semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang terjadi hampir di seluruh
dunia. Perkawinan pasangan beda kewarganegaraan yang paling banyak terjadi

yaitu melalui hubungan dari internet.

Di Indonesia, perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk
yaitu, Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan Pria
Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dan Pria WNI dengan Wanita
WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan inilah yang membuat suatu perbedaan

perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern.t

Perbedaan ini bukan hanya terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu
perkawinan campuran tetapi terjadi juga kepada anak-anak hasil perkawinan
campuran. Tentang anak hasil perkawinan campuran, menurut teori Hukum Perdata
Internasional atau selanjutnya disebut dengan HPI, dalam menentukan status anak

dalam perkawinan campuran harus dilihat dalam status pernikahan

! Leonora Bakarbesi dan Sri Handajani, Jurnal, Surabaya: Perspektif Kewarganegaraan
Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional,
2012, him. 1.



orangtuanya.”? Apakah pernikahan itu sah sehingga anak mendapatkan hubungan
hukum dengan ayahnya, atau pernikahan tidak sah sehingga hanya memiliki hubungan

hukum dengan ibunya.

Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang harus dijaga, dipelihara, serta
dilindungi. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara,
mempertahankan dan mengembangan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu,
anak memerlukan pelindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

perkembangan baik fisik maupun mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.®

Hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan harus mendapat
perhatian khusus. Apalagi hubungan antara orangtua dan anak sebagai hasil
perkawinan campuran. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah masalah kewarganegaraan
anaknya. Apakah anak tersebut akan ikut kewarganegaraan ayahnya atau ibunya.
Masalah lainnya apalagi ayah dan ibu anak hasil perkawinan campuran bercerai. Walau
sudah putusnya perkawinan namun orang tua masih memiliki kekuasaan tertentu
terhadap anak. Keduanya juga mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak

tersebut.

2 Sudargo Gautama, Hukum Perdata International Indonesia B Jilid 111, (Bandung: Alumni
Bandung, 1995), him. 86.

3 Darwab Prist, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), him. 2.



Perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar
bangsa. Oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas dalam Hukum
Perdata Internasional. Hal ini dikarenakan orang yang melaksanakan perkawinan
campuran tetap tunduk dengan hukum nasional masing-masing. Hal ini menyulitkan
bagi anak yang orangtuanya melakukan perkawinan campuran kemudian bercerai.

Bagaimana dengan hak-hak anak tersebut setelah ayah dan ibunya berpisah.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang di dalam
kandungan.* Dalam pasal tersebut dapat ditemukan istilah tentang anak yaitu anak
terlantar, anak penyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan
anak asuh. Dalam petumbuhannya, anak juga memiliki hak hak yang harus
diperhatikan. Lebih jelasnya, hak hak anak disebutkan dalam konvensi hak anak yang
disahkan oleh PBB pada Tahun 1989°. Itu berarti, hak anak melekat dalam diri anak,
hak anak merupakan hak asasi manusia dan hak hak anak menjamin hak asasi anak.
Dalam perundang-undangan di Indonesia hak asasi manusia dijelaskan pada Pasal 28
Undang-undang Dasar 1945. Namun dalam kenyataannya masih terjadi pelanggaran
hak terhadap anak. Pelanggaran itupun terjadi kepada anak hasil perkawinan campuran

di Indonesia.

4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) oleh PBB.



Sedikit penjelasan contoh kasus mengenai pembahasan hak keperdataan anak
hasil perkawinan campuran. Mimi menikah dengan Francois, warga negara Prancis di
Indonesia. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua anak, Claudia (7 tahun) dan
Pierre (3 tahun). Pada saat memutuskan untuk menikah Mimi sudah tahu resiko
menikah dengan WNA. Namun setelah menikah selama 8 tahun, perkawinan mereka
berdua mulai tidak harmonis. Mimi dan Francois sering berselisih paham dan banyak
permasalahan mereka yang tidak terpecahkan. Makin lama Mimi merasakan Francois

sudah berbeda dan mereka sudah tidak sejalan lagi.

Karena Mimi merasa sudah tidak tahan dengan masalah rumahtangganya,
akhirnya Mimi memilih jalan untuk bercerai. Mimi khawatir bila hak asuh kedua
anaknya jatuh ke tangan Francois. Sebenarnya kasus Mimi hanyalah salah satu diantara
banyak kasus perceraian pada perkawinan campuran. Memang, di masa globalisasi ini
perkawinan campuran merupakan suatu hal yang sangat umum. Namun kehidupan
perkawinan campuran tidak semuanya berakhir dengan kebahagiaan, ada kalanya
perkawinan harus berakhir dengan perceraian. Perceraian pada perkawinan campuran
membawa masalah yang berkepanjangan terutama sengketa hak asuh anak dan harta

bersama.®

Shttp://irmadevita.com/2012/hak-asuh-anak-pada-perceraian-perkawinan-campuran/  diakses
tanggal 20 April 2017.
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Contoh diatas menjelaskan adanya permasalahan dalam perkawinan campuran
khususnya mengenai bagaimana kemudian hak-hak anak hasil perkawinan campuran
diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Hak yang dimaksud di atas merupakan
salah satu hak anak pasca putusnya perkawinan yaitu hak pengasuhan. Itu merupakan
salah satu contoh dari banyaknya permasalahan tentang hak anak dalam perkawinan
campuran. Oleh karena itu penulis tertarik ingin membahas bagaimana peraturan
perundang-undangan di Indonesia mengatur hal tersebut dilihat masalah terbesar dalam
perkawinan campuran yaitu perbedaan Kewarganegaraan antara suami dan istri yang

secara tidak langsung tunduk pada dua pengaturan yang berbeda.

Dalam perundangan di Indonesia anak hasil perkawinan campuran juga
memiliki hak-hak yang harusnya diatur secara jelas agar tidak terjadi diskriminasi hak
terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Apalagi hak-hak anak hasil
perkawinan campuran pasca putusnya perkawinan campuran tersebut. Bagaimana
perundangan mengatur hak-hak anak hasil perkawinan campuran terlebihnya dalam hal

hak-hak keperdataan anak.

Penyusun tertarik ingin membahas bagaimana pengaturan hak-hak terhadap
anak dalam perkawinan campuran pada masa dan pasca putusnya perkawinan
campuran dalam Perundang-undangan khususnya pada bidang keperdataan. Hak-hak
keperdataan yang dimaksud disederhanakan dalam 4 bidang hukum perdata yang
berhubungan dengan anak dalam perkawinan dan pasca putusnya perkawinan. Hak-

hak tersebut yaitu penjelasan mengenai hak perwalian anak, pengasuhan, nafkah anak,



dan hak waris anak. Agar tidak terjadi diskriminasi atas hak-hak anak apalagi anak
hasil perkawinan campuran yang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewargenegraan memiliki status Dwi Kewarganegaraan (DK) terbatas. Berdasarkan
alasan tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hak-
hak Anak dalam Perkawinan Campuran: Kajian Hak Keperdataan dalam Perundang-

Undangan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan pokok permasalahan

yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hak-hak anak dalam perkawinan campuran dalam

perundang-undangan, baik dalam perkawinan dan pasca putusnya perkawinan?

2. Apakah ketentuan ketentuan hak-hak anak dalam perkawinan campuran dalam
perunang-undangan telah mencerminkan konsep kepentingan terbaik bagi anak dan

perlindungan bagi anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:



a. Untuk mengetahui bagaimana hak keperdataan anak dalam perkawinan campuran
dan hak keperdataan anak pasca putusnya perkawinan campuran yang diatur dalam
perundang-undangan di Indonesia.

b. Ada atau tidak perbedaan antara hak keperdataan anak perkawinan biasa dan anak
perkawinan campuran.

c. Pengaturan hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran telah mencerminkan

konsep kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan bagi anak atau tidak.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi keilmuan
khususnya bidang hukum perdata pada umunya serta sebagai acuan terhadap
penelitian sejenis pada khususnya.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran
pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan
Prodi IImu Hukum pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun
melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan bahwa hak-hak
keperdataan anak menurut perundangan belum pernah diteliti dan dibahas sekaligus
membedakan karya ini dengan karya yang lainya sehingga menjadikan karya ini layak

untuk dikaji. Namun demikian, kajian-kajian mengenai dasar mengenai anak



perkawinan campuran telah banyak dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan

batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan prapenelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang
mempunyai korelasi dengan tema pada topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa
literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang

dibahas oleh literature-literatur tesebut dengan skripsi ini.

Adapun karya ilmiah yang memiliki korelasi dalam bentuk skripsi diantaranya
adalah skripsi yang berjudul “Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda
Kewarganegaraan dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)”’ yang
ditulis oleh saudari Tsalis Ali Fahmi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada Tahun 2012. Dalam skripsi tersebut
terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penyusun lakukan.
Perbedaannya adalah penyusun meneliti tentang hak anak dalam perkawinan campuran
khususnya dalam hak keperdataan. Sedangkan penelitian Tsalus Ali Fahmi lebih
membahas pada status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dan

dibandingkan dengan Hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini adalah penyusun

" Tsalis Ali Fahmi, “Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan
dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. mor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas
Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2012.



dan Tsalis sama-sama membahas tentang Anak Hasil Perkawinan Campuran di

Indonesia.

Karya ilmiah selanjutnya berupa skripsi yang berjudul “Status
Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Tinjauan terhadap Hukum
Kewarganegaraan Indonesia” yang ditulis oleh Yenitta Dewi.® Dalam skripi ini dibahas
tentang penetapan status kewarganegaraan sebagai prinsip perlindungan Hak Asasi
Manusia terhadap Anak hasil perkawinan campuran. Terlihat jelas adanya
perbedaannya yang menitik beratkan pada hak keperdataan anak hasil perkawinan
campuran. Persamaannya kedua penelitian ini membahas tentang hak anak hasil

perkawinan campuran.

Karya Ilmiah selanjutnya berjudul “Status dan Kedudukan Anak Hasil
Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan” yang ditulis oleh Melani Wuwungan®. Dalam tesis ini dibahas
tentang bagaimana status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menurut
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Indonesia.
Persamaan penyusun dengan penelitian ini sama-sama membahas tentan anak hasil

perkawinan campuran. Perbedaannya jelas bahwa penyusun membahas tentang hak-

8 Yenitta Dewi, “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Tinjauan
terhadap Hukum Kewarganegaraan Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2006).

® Melani Wuwungan, “Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”, Tesis, Semarang: Program Pasca
Sarjana Universitas Diponegoro, (2009).
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hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran sedangkan penelitian ini membahas

tentang status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

Karya Ilmiah yang terakhir berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian pada
Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan™? yang ditulis oleh Hendri Novan Kartika. Skripsi ini membahas tentang
hak asuh anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jelas berbeda karena
penelitian ini hanya membahas hak asuh saja dan hanya berpatokan pada Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan penyusun akan membahas tentang beberapa
hak keperdataan lain selain hak asuh dan dijelaskan dalam beberapa perundang-
undangan. Persamaannya kedua penelitian ini membahas tentang hak anak perkawinan

campuran.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang sudah ditulis diatas, penyusun
menemukan banyak literatur yang membahas tentang hak anak dalam perkawinan
campuran di beberapa universitas dalam prapenelitian. Namun penyusun belum
menemukan ada yang membahas tentang hak keperdataan anak dalam hal ini bidang
pengasuhan, perwalian dan kewarisan menurut perundang-undangan. Hal ini
membuktikan bahwa keaslian penelitian dari skripsi penyusun bisa dipertanggung

jawabkan secara ilmiah dan bisa dilakukan.

10 Hendri Novan Kartika, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran
Menurut Undang-Undang No. mor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Jember, (2014).
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E. Kerangka Pemikiran

Dalam setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori-teori tertentu
yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau masalah yang diangkat
dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis
yang mendudukkan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, yang

mampu menerangkan masalah tersebut.*

Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori yang

menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Status Personal ( Statute Personalia )

Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang
diberikan atau diakui oleh Negara untuk mengamankan dan melindungi masyarakat
dan lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan
dan ketidak mampuan bersikap tindak di bidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak
dapat diubah atas kemauan pemiliknya.*? Isi dan jangkauan status personal itu ada 3

yaitu:

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986), him. 122.

12 purnadi Purbacaraka dan Agus Broto Susilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional
Suatu Orientasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), him. 15.
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1) Konsep luas mengartikan status personil meliputi berbagai hak, permulaan/lahir
dan terhentinya/mati, kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan
hukum, perlindungan kepentingan pribadi, soal-soal yang berhubungan dengan
hukum keluarga dan perkawinan.

2) Konsep yang agak sempit, seperti yang dianut oleh Negara Prancis yang tidak
menganggap sebagai status personal: hukum harta benda perkawinan, pewarisan,
dan ketidak mampuan bertindak hukum dalam hal khusus, misal: dokter yang tidak
bisa memiliki hak atas testamen pasiennya.

3) Konsep yang lebih sempit lagi, sama sekali tidak memasukkan hukum keluarga dan

kewarisan dalam status personal.

Status personal kemudian ditentukan dengan 2 (dua) asas, yaitu:

1) Asas Personalitas/ Asas Kewarganegaraan (Lex Patriate)

Untuk suatu personal berlaku hukum nasionalnya sendiri. Biasanya dianut oleh
negara-negara eropa kontinental (Civil Law) misalnya Indonesia. Asas ini lebih
mengedepankan segi personalitas. Ada dua asas dalam menentukan kewarganegaraan
seseorang, yaitu:

a) lus soli (tempat kelahiran) yaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat
kelahirannya.
b) lus sanguinis (keturunan) vyaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan

keturunan biasanya dari garis keturunan ayah.
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Alasan yang mendukung asas kewarganegaraan, yaitu yang pertama cocok

untuk perasaan hukum seseorang, sifatnya permanen, dan lebih membawa kepastian.

2) Asas Territorial/ Domisili (Lex Domicile)

Status personil suatu pribadi tunduk oleh hukum dimana dia berdomisili.
Domisili biasanya negara/tempat yang oleh hukum dianggap sebagai pusat kehidupan
seseorang (center of his life)*3. Asas ini banyak dianut oleh negara anglo saxon. Alasan

yang mendukung domisili, yaitu:

a. Hukum dimana yang bersangkutan hidup.

b. Prinsip kewarganegaraan memerlukan bantuan prinsip domisili (dalam hal
terdapat perbedaan kewarganegaraan)

c. Seringkali hukum domisili sama dengan hukum hakim

d. Cocok dengan negara pluralsme hukum

e. Menolong dimana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan

f. Demi kepentingan adaptasi negara imigran

Sstem hukum Inggris mempunyai keistimewaan sendiri dengan tiga macam

domisilit*,

13 Purnadi Purbacaraka dan Agus Broto Susilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional
Suatu Orientasi....., him, 20.

14 1bid., him. 20-22.
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Domicile of origin, diperoleh seseorang waktu kelahirannya, bagi anak sah domicle
of origin-nya mengikuti ayahnya, dimana ayahnya berdomisisli saat ia dilahirkan.
Bila ayahnya memiliki domicile of choice maka mengikuti domicile of choice
ayahnya.

Domicile of choice, sistem hukum di Inggris terdapat 3 syarat untuk seseorang yang
memilih domicile of choice, yaitu kemampuan (capacity), tempat kediaman
(recidence), dan hasrat atau itikad. Pribadi yang tak mampu bersikap tindak dalam
hukum, tidak dapat memiliki domicile of choice sendiri. Juga pribadi tersebut harus
memiliki kediaman sehari-hari pada suatu tempat tertentu disamping itu harus ada
hasrat untuk tetap tiggal pada tempat kediaman tersebut/permanent recidence.
Domicile by operation of the law, yaitu domisili yang dimiliki oleh pribadi-pribadi
yang domisilinya tergantung pada domisili orang lain. Mereka ini adalah anak-anak
yang belum dewasa, wanita yang berada dalam perkawinan dan orang orang yang

berada dibawah pengampuan®®

Domisili anak yang belum dewasa adalah domisili ayahnya, sedangkan domisili

wanita yang berada dalam perkawinan adalah domisili suaminya. Beberapa hal yang

harus diperhatikan dalam konsep domisili ini yaitu, setiap orang harus mempunyai

domisili, setiap orang hanya boleh menggunakan 1 domisili, dan penentuan domisili

seseorang menurut hukum perdata internasional di Inggris ditentukan oleh hukum

15 1bid., him. 22.
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Inggris (lex fori). Bila Indonesia memakai prinsip domisili meskipun dalam pasal 16

AB*® memakai prinsip nasionalitas, ada beberapa alasan yaitu:

a. Alasan praktis.

b. Lazim digunakan dalam KUHPerdata.

c. Sejalan dengan praktek hukum dan administrasi hukum, contoh dalam balai harta
peninggalan.

d. Belum punya bahan bacaan yang cukup.

e. Indonesia menganut pluralism hukum.

f. Sebagai negara imigran, banyak orang asing bermigrasi ke Indonesia.

g. Akibat asas ius soli (asa daerah kelahiran) dilepaskan, maka banyak orang yang
menjadi asing di negeri ini.

h. Negara tetangga memakai prinsip domisili, seperti Australia, Malaysia, Singapore.

2. Kepentingan Terbaik Anak.

Kepentingan terbaik menurut Deklarasi Hak Anak Pasal 2 yaitu, anak harus
menikmati perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan

hukum dan dengan cara lain untuk memungkinkan dia untuk mengembangkan secara

16 Algemene Bepalingen van Wetgwvig voor Indonesie: pada masa penjajahan Belanda
beberapa pasal dari AB yang mengatur ketentuan ketentuan umum dalam perundang-undangan.
Sepanjang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan ketentuan AB tersebut tidak berlaku
secara ytuh  karena  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Wet Algemene_Bepalingen diakses 5 mei 2017)
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fisik dengan sehat dan normal dan dalam kondisi kebebasan dan martabat.’’ Menurut
Konvensi Hak Anak (KHA) kepentingan terbaik bagi anak adalah pertimbangan yang
terpenting atau tertinggi. Sesuai dengan Pasal 5 KHA yaitu, negara-negara pihak harus
menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orangtua atau apabila
dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau masyarakat seperti yang
diurus oleh kebisaaan lokal, wali hukum, atau orang orang lain yang secara sah
bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai
dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat

dalan pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam konvensi ini.'8

Pengaturan kepentingan terbaik bagi anak dalam KHA dikelompokkan dalam
4 kategori, yaitu hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan
(diskriminasi anak), hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. Hak
atas kepentingan terbaik untuk anak juga dibahas dalam Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak. Terdapat penegasan penjelasan hak-hak anak yang
diserap dari KHA dan norma hukum nasional yang mana hal tersebut telah diakomodir
dalam UU No. 35 Tahun 2014 tersebut yang menjelaskan pengaturan kepentingan

terbaik anak, yaitu sebagai berikut:

17 Deklarasi Hak Anak Tahun 1959.

18 Konvensi Hak Anak oleh PBB Tahun 1989.
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1) Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.!® Hak
memperoleh identitas merupakan hak utama yang harus dimiliki seorang anak.

2) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi?® yang
merupakan perwujudan dari jaminan dan penghormatan negara terhadap anak
untuk berkembang.

3) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan?' yang merupakan hak terpenting
dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak.

4) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran®? merupakan turunan dan pelaksanaan
Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi “ Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan” dijelaskan kemudian dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak
sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi di mana setiap anak

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan

19 Pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
20 pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
21 Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

22 pasal 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka
perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.?®

Asas perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang isinya telah disesuaikan dengan prinsip
pokok konversi hak anak. Adapun upaya konsep perlindungan anak sebagaimana
diterangkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang mana harus dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin

dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyentuh, dan
komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan pelindungan

kepada anak berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Nondiskriminatif;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan;dan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak?*

23 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Press Indo, 1989), him. 35.

24 penjelasan umum atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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Prinsip di atas merupakan jaminan agar terwujudnya usaha kesejahteraan anak.
Usaha kesejahteraan anak, adalah usaha kesejahteraan sosial yang diwujudkan untuk

menjamin kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak.

. Metode Penelitian

. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research)
dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang kaitannya dengan
penelitian ini. Dokumen atau literatur tersebut adalah undang-undang, jurnal, dan
konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan Anak Hasil Perkawinan

Campuran

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan dan
menganalisis undang-undang, jurnal dan konvensi internasional dengan melihat

pengaturan-pengaturan tentang hak-hak anak dalam pernikahan campuram.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara library research
yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari

Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, yang ada kaitannya



1)

2)
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dengan penelitian ini.?® Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder
yang bersifat publik. Data-data yang diperoleh yaitu data-data jurnal dan literatur
bacaan tentang hak-hak anak dalam perkawinan campuran yang penyusun ambil dari
beberapa website dan buku-buku yang didapat dari perpustakaan. Adapun sumber data

sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur

perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¢) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

e) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari

buku/teks yang membicarakan permasalahan yang sama seperti skripsi, tesis dan

25 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 107
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disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan
tentang anak hasil perkawinan campuran. Keterangan-keterangan tersebut merupakan

petunjuk untuk dapat membantu dalam menganalisa data-data primer.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah
pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini mengacu pada norma-norma hukum yang
terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan jurnal serta norma hukum yang ada
di masyarakat. Penyusun melakukan pendekatan penelitian terhadap Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur mengenai, anak, hak dan perkawinan campuran
kemudian dikomparasi dengan tulisan karya lain yang berhubungan dengan hal-hal di

atas.

. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk
menganalisa dan mempelajari serta mengelompokkan beberapa data tertentu, sehingga
dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang baik dan benar tentang permasalahan
yang diteliti dan dibahas?®. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data

yang meliputi:

26 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Perencanaan; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta 1998), him. 205.
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a. Induktif, yaitu menganalisa secara samar Peraturan Perundangan-undangan yang
membahas tentang hak-hak keperdataan dan anak.

b. Deduktif, yaitu memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang
bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang diteliti. Metode ini digunakan
untuk mengetahui bagaimana Peraturan Perundang-undangan membahas tentang
anak hasil perceraian perkawinan campuran khususnya dalm hal hak-hak
keperdataan anak tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusun kerangka penulisian skripsi ini, penyusun untuk sementara

membagi penulisan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan
secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian

dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hak anak perkawinan campuran. Pola
bab kedua dimulai dengan penjelasan mengenai perkawinan campuran, perceraian
perkawinan campuran, hak-hak anak, hak keperdataan anak, anak perkawinan
campuran, pengertian hak asuh, perwalian dan kewarisan. Semuanya dimasukan

sebagai pembahasan dasar mengenai hak hak keperdataan anak hasil perkawinan
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campuran. Hak keperdataan yang dibahas disini hanya mencakup hak antara orang dan

benda saja.

Bab ketiga mencakup tentang pembahasan dalam undang-undang mengenai
hak keperdataan anak hasil perceraian perkawinan campuran, tentang hak pengasuhan,
hak perwalian, dan hak kewarisan anak. Disini juga mengulas bagaimana kedudukan

anak hasil perkawinan campuran dalam perundang-undangan.

Bab keempat berisi tentang analisis undang-undang yang mengatur hak anak
hasil perkawinan campuran dan pasca putusnya perkawinan campuran dalam
perundangan sudah mencerminkan konsep perlindungan anak dan kepentingan terbaik

anak.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan saran dan daftar pustaka.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis pustaka yang dilakukan, maka penulis
menyimpulkan temuan-temuan yang secara objektif dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Ketentuan hak-hak anak dalam perkawinan campuran dalam perundang-
undangan di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan diantaranya
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang
hukum Perdata, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam isi pasal Peraturan Perundang-
undangan tersebut belum mengatur secara jelas tentang hak anak hasil
perkawinan campuran. Namun hak-hak anak hasil perkawinan campuran
tersebut hampir sama pengaturannya dengan hak anak hasil perkawinan biasa.
Ketentuan hak-hak anak pasca putusya perkawinan campuran dalam
perundang-undangan di Indonesia terbagi dalam tiga hak, yaitu hak
pengasuhan, nafkah anak, dan hak kewarisan. Dalam pengasuhan anak hasil
perkawinan campuran pengaturannya hampir sama dengan anak hasil
perkawinan biasa dimana hak asuh anak lebih condong diberikan kepada ibu
berikut kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan ibu. Dalam nafkah
anak, kewajiban menafkahi anak hasil perkawinan campuran tetap dibebankan
kepada ayah walaupun ayah sudah beda tempat tinggal dengan anak, dan tetap

dapat dilakukan penuntutan apabila ayah tidak melakukan kewajiban nafkah
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anak. Anak hasil perkawinan campuran tetap berhak mendapatkan hak
kewarisan dari orangtua yang berbeda kewarganegaraan. Perbedaannya
terdapat pembagian jenis harta warisan benda bergerak dan tidak bergerak.
Untuk benda tidak bergerak harus melihat kepada peraturan lain dalam
perundang-undangan di negara benda tidak bergerak itu berada.

2. Segala keputusan dalam penentuan hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan
campuran sudah sesuai dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak dan
perlindungan anak. Hal tersebut telah dibuktikan dengan peraturan perundang-
undang di Indonesia yaitu aturan dalam undang-undang perlindungan anak.
Segala keputusan atas pemberian hak atas anak sudah selalu mengedepankan
dua konsep tersebut karena anak tetap harus diberikan kenyamanan dalam
tumbuh kembangnya karena pada hakikatnya anak harus diberikan segala

sesuatu yang terbaik baginya dan dilindungi dalam hal apapun.

B. Saran

1. Pemerintah

a. Meskipun hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran dengan anak
hasil perkawinan biasa tidak jauh berbeda namun masih ada kerancuan dan
diskriminasi terhadap hak anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.
Pemerintah seharusnya memperhatikan hak-hak anak hasil perkawinan
campuran dalam Peraturan Perundang-undangan secara tegas dan tidak

merugikan hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran.
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b. Meskipun cukup dengan melihat perundang-undangan yang ada di Indonesia,
pemerintah baiknya membuat undang-undang yang khusus membahas hak
keperdataan anak hasil perkawinan. Atau ditambahkan dalam beberapa
perundang-undangan pembahasan mengenai anak hasil perkawinan campuran.
Dan lembaga pengawas atas hak-hak anak hasil perkawinan campuran di

Indonesia.
2. Masyarakat

Masyarakat yang ingin atau sudah melakukan perkawinan campuran, harus
lebih memahami lagi bagaimana pengaturan tentang hak-hak anak dalam
perundangan di Indonesia dan peraturan di negara asing tempat calon pasangan
tersebut tinggal. Agar tidak merugikan anak hasil perkawinan campuran apabila

terjadi masalah masalah dalam perkawinan tersebut.
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